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NOTA PEMBIMBING 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1 

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 

Tertanggal 12 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 
Nama Latin Keterangan 

 alif - Tidak dilambangkang ا 1

 - ba’ B ب 2

 - ta’ T ت 3

 ṡa’ ṡ s dengan titik di atas ث 4

 - jim j ج 5

 ḥa’ ḥ ha dengan titik dibawah ح 6

 - kha’ kh خ 7

 - dal d د 8

 żal ż zet dengan titik di atas ذ 9

 - ra’ r ر 10

 - zai z ز 11

 - sa’ s س 12

 - syin sy ش 13



 

vi 

 

 ṣad ṣ es dengan titik di bawah ص 14

 ḍad ḍ de dengan titik di bawah ض 15

 ṭa’ ṭ te dengan titik di bawah ط 16

 ẓa’ ẓ zet dengan titik di bawah ظ 17

 ain ‘ koma terbalik di atas ع 18

 - gain g غ 19

 - fa’ f ف 20

 - qaf q ق 21

 - kaf k ك 22

 - lam l ل 23

 - mim m م 24

 - nun n ن 25

 - wawu w و 26

 - ha’ h ه 27

 hamzah ’ Apostrop ء 28

 - ya’ y ي 29

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

 ditulis  Aḥmadiyyah :  احمد يهّ
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C. Ta’ Marbuṫah 

1. Transliterasi Ta’ Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”. 

Contoh:    زكاة الفطر  : Zakāt al-Fiṫri atau Zakāh al-Fiṫri 

2. Transliterasi Ta’ Marbuṫah mati dengan “h” 

Contoh:    ةطلح  Ṫalhah 

Jika Ta’ Marbuṫah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua 

kata itu terpisah maka Ta’ Marbuṫah itu ditransliterasikan dengan 

“h” 

Contoh: روضة الجنة Rauḍah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia 

جماعة   : ditulis Jamā‘ah 

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

نعمة اللَّ     : ditulis Ni‘matullāh 

زكاة الفطر    : ditulis Zakāt al-Fiṫri 

D. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

No Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

1   ----  Fathah a a 

2   ----  Kasrah i i 

3   ----  Dammah u u 

 

Contoh: 

 Yażhabu – يذهب Kataba – كتب

 Żukira – ذكر Su’ila – سئل

2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai 

berikut: 

No 
Tanda 

Vokal 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya’ ai a dan i ى ي 1

 Fathah dan waw au a dan u ى و  2

   

Contoh: 

حول     Kaifa :كيف : Haula 

 

E. Vocal Panjang (Maddah) 
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Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya sebagai berikut: 

No 
Tanda 

Vokal 
Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif ā a bergaris atas ا     1

َ  ى 2  Fathah dan alif 

layyinah 
ā a bergaris atas 

يَ   3  Kasrah dan ya’ ī I bergaris atas 

وَ   4  Dammah dan waw ū u bergaris atas 

 

Contoh:  

 Tuhibbūna :   تحبون 

 al-Insān : اإلنسان  

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

dipisahkan dengan Apostrof 

 a’antum :  أأنتم

مؤنث     : mu’annaṡ 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ jalalah 

yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) 

maka dihilangkan.  

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan … 
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2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun. 

4. Billāh ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al 

القران  : ditulis al-Qur’ān 

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya 

السيعة  : ditulis as-Sayyi‘ah 

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan 

huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. 

Contoh: 

م   دمُ    : Muhammad 

الودّ      : al-Wudd 

I. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf 

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”. 

Contoh: 

 al-Qur’ān :  القرأن

 al-Sunnah : السنة 

J. Huruf Besar/Kapital 
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf 

kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan 

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf 

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. 

Contoh: 

 al-Imām al-Gazāli :  اإلمام الغزالي 

 al-Sab‘u al-Maṡāni :  السبع المثاني

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 

kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

نصر مناللّّ      : Naṣrun minallāhi 

لَلّ الأمرجميعا     : Lillāhi al-Amr Jamī‘ā 

K. Huruf Hamzah  

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau 

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah 

terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan 

harakatnya saja. 

Contoh: 

  Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn :  إحياء علوم الدين  
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L. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau 

huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, 

karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam 

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

يرخ الرازقين     wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn :  وان  لله لهو  

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

tersebut 

 .ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām :  شيخ الإسلام



 

xiii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis 

setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. 

Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada : 

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan 

rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan 

selesai pada waktunya. 

2. Bapak Rojhaku dan Almarhumah Ibu Budiarti selaku orang tua 

kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang 

mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak lelah memotivasi agar tetap 

bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan 

siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat 

menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya. 

3. Kepada Ibu Mujiningsih selaku nenek yang selalu mensuport dalam 

kehidupan saya dan memberikan dorongan semangat, serta ikut 

merawat saya.Penulis sangat menyanyangi dan mencintai sepenuh 

hati karena telah menjadi sebagai pengganti sosok ibu ketika ibu 

sudah tiada. 

4. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen 

pembimbing saya yang bersedia saya repotkan dan selalu 

meluangkan waktunya. 

5. Kepada kedua adik kandung saya tercinta, Rizkana Maulidia dan 

Teguh Wicaksana terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi 

kakak pertamanya ini untuk bisa menyakinkan kepada dirinya 

sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita. 



 

xiv 
 

6. Kepada Mas Muhammad Sofan Jupri dan segenap teman teman 

Padepokan Ceria terimakasih telah menjadi partner dan sahabat 

dalam segala hal, terimakasih banyak membantu dalam proses ini, 

memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju 

pantang menyerah. 

7. Diriku Farichul ‘Ilma telah berusaha semaksimal mungkin. Semoga 

langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang 

saya dapatkan selamaberkuliah bisa bermanfaat. Terus berproses 

langkah demi langkah. 



 

xv 

 

MOTTO 

 

Pintu Masuk Awal Menuju Sukses 

Adalah Mencintai dan Menghormati Orang Tuamu 

(Jhon LBF)



 

xvi 
 

ABSTRAK 

 

Farichul ‘Ilma, 2024. Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi di 

Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan), 

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy. 

Pernikahan merupakan kesepakatan sakral antara seorang laki-

laki dan perempuan bersama dengan niat dan maksud untuk 

menciptakan keluarga hidup bersama secara sah dengan bahagia dan 

penuh kasih sayang. nikah paksa suatu pernikahan mempelai laki-laki 

dan perempuan dengan cara dipaksa oleh pihak lain bukan dari 

kehendak pasangan tersebut atau mempelai laki-lakinya begitupun 

pihak perempuan. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan paksa 

yang di laksanakan berdasarkan pelunasan hutang serta desakan orang 

tua. Dalam pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan yang dilandasi 

beberapa faktor yang, salah satunya ekonomi dan paksaan orang tua. 

Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan 

norma sosial dan hak-hak manusia. Di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan 

Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, fenomena ini terjadi dan 

menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

bagaimana terjadinya nikah paksa sebagai pelunasan hutang di 

Kelurahan Pekuncen. Kedua menganalisis dampak hukum pada nikah 

paksa sebagai pelunas hutang tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian emipiris, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus. Sumber data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari 

data primer dan sekunder. Proses pengumpulannya menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini penulis dari analisis terjadinya nikah 

paksa sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen dikarenakan 

beberapa faktor yang menjadikan terjadinya nikah paksa tersebut salah 

satunya faktor ekonomi. Selain itu, dampak dari nikah paksa sebagai 

pelunas hutang itu tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan serta 

dalam hukum islam tidak menganjurkan untuk pernikahan yang dipaksa. 

Adapun dampak yang dialami individu adalah kehilangan hak dari 
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individu tersebut, serta keretakan hubungan keluarga. Nikah paksa 

sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen merupakan praktik 

yang sangat merugikan dan melanggar hak kebebasan dalam memilih 

pasangan. 

 

Kata Kunci: Nikah Paksa, Pelunasan Hutang, Faktor Ekonomi, 

Dampak Hukum
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ABSTRACT 

Farichul ‘Ilma, 2024, Forced Marriage as Debt Repayment (Study in 

Pekuncen Village, Wiradesa District, Pekalongan Regency), Thesis 

Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic 

University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor : Achmad Umardani, M.Sy. 

Marriage is a sacred agreement between a man and a woman 

together with the aim and purpose of creating a family that lives together 

legally, happily and full of love. Forced marriage is a marriage between 

the groom and the bride that is forced by another party, not against the 

wishes of the couple or the groom or the bride. This research discusses 

forced marriages carried out based on debt repayment and parental 

pressure. This marriage is a form of marriage that is based on several 

factors, one of which is economic factors and parental coercion. This 

practice not only concerns legal aspects, but also concerns social norms 

and human rights. In Pekuncen Village, Wiradesa District, Pekalongan 

Regency, this phenomenon occurred and had a significant impact on 

individual lives. 

The aim of this research is to find out and analyze how forced 

marriages occur as debt repayment in Pekuncen Village. Second, 

analyze the impact of forced marriage laws as debt repayment. 

In this research, empirical research is used, the approach used is 

a qualitative approach with a case study method. The data sources taken 

in this research come from primary and secondary data. The collection 

process uses observation, interviews and documentation. 

The results of this research, the author analyzes the occurrence of 

forced marriages as debt repayment in Pekuncen Village is caused by 

several factors that cause forced marriages, one of which is economic 

factors. Apart from that, the impact of forced marriage as debt 

repayment is not in accordance with marriage law and Islamic law does 

not recommend forced marriage. The impact experienced by individuals 

is the loss of individual rights, as well as the destruction of family 

relationships. Forced marriage as debt repayment in Pekuncen Village 

is a very detrimental practice and violates the right to freedom in 

choosing a partner. 

Keywords: Forced Marriage, Debt Repayment, Economic Factors, 

Legal Impact
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan kesepakatan sakral antara seorang laki-

laki dan perempuan bersama dengan niat dan maksud untuk 

menciptakan keluarga hidup bersama secara sah dengan bahagia dan 

penuh kasih sayang. Dalam pernikahan tidak hanya janji suci yang 

diwujudkan tetapi harus adanya persetujuan dari kedua pihak dengan 

ikhlas dalam pernikahan tersebut. Karena dalam  pernikahan kedua 

mempelai memiliki peran penting untuk terciptanya kedamaian dan 

ketentraman dalam keluarga dan menjalani kehidupan yang penuh 

dengan rasa cinta dan kasih sayang.1 

Selain itu, melalui pernikahan akan berdampak pada beberapa 

beberapa hukum, hal ini dibuatlah ketentuan dan tata cara yang berguna 

untuk mencegah dari kemungkinan akibat dampak buruk yang 

merugikan. Maka hal itu islam mengakui  pernikahan dengan 

berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat yang mesti 

dipenuhi, salah satunya tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak 

yang akan melangsungkan  pernikahan.2 Karena dalam pemilihan 

pasangan sesuai keinginan merupakan hak mereka dengan didasari 

syarat, rukun, dan prinsip yang dibenarkan dalam hukum  pernikahan, 

 
 1 Jamaluddin, “Buku Ajar Hukum  pernikahan”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 

2016), 16. 

 2 Amir Syarifuddin, “Hukum  pernikahan Islam di Indonesia”, (Jakarta: 

Kencana, 2006), 64.  
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akan berpengaruh besar terhadap sebuah hubungan  pernikahan tersebut, 

meskipun masih dalam perwalian.3 Wali dalam Islam berperan penting 

dalam proses  pernikahan karena merupakan syarat, terutama kepada 

seorang perempuan. Meskipun wali memiliki peran penting, tidak 

diperkenankan memaksa kepada mempelai untuk menikah dengan 

seseorang tidak mereka inginkan, persetujuan mereka adalah syarat 

mutlak dalam proses pernikahan.4 

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  pernikahan, 

aturan ini mengatur semua tentang pernikahan begitupun syaratnya. 

Dalam pelaksanaan  pernikahan harus sesuai aturan yang berlaku untuk 

menghindari kemungkinan-kemungkinan hal yang merugikan bagi 

pasangan. Begitupun hak kepada pasangan dalam memilih calon dalam 

pernikahan atas kehendaknya sendiri bukan dari paksaan pihak luar, hal 

ini menjadikan pernikahan merupakan sukarela dari masing-masing 

pasangan.5 Salah satunya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi  pernikahan 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.6 Dapat dijabarkan 

bahwa pernikahan merupakan kerelaan bukan suatu paksaan ataupun 

memaksa kehendak untuk menikah dengan orang lain meskipun orang 

 
 3 Adib Machrus, “Fondasi Keluarga Sakinah”, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga 

Sakinah, 2017), 7. 

 4 Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, “Relevansi Hak Ijbar Wali 

Nikah ( Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3, no.2, (2022). 

 5 Amir Nuruddin, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 

2004), 41. 

 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.  
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tua atau walinya, karena sesuatu yang dipaksa akan menimbulkan 

dampak kepada pasangan tersebut.  

Karena pernikahan bukan sekadar sebagai ikatan hukum atau 

kesepakatan kontrak biasa, melainkan suatu makna yang mengandung 

nilai ibadah dan hak dari pasangan dimana agama menekankan prinsip 

nilai kebebasan dan persetujuan dalam pernikahan, ketika terjadi 

pernikahan yang dipaksa dapat dikatakan bertentangan.7 Nikah paksa 

merupakan pernikahan yang dilangsungkan antara seorang pria dan 

wanita dengan secara sah namun tidak dari kerelaan keduanya atau salah 

satunya. Tujuan pernikahan sendiri untuk mencapai kebahagian antara 

pasangan (suami dan istri), ketika dalam pernikahan terdapat paksaan 

bukan kebahagian yang didapat di dalamnya.8 Maka pernikahan secara 

paksa diartikan suatu penyimpangan, nikah paksa tidak memenuhi 

persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan hukum.9 

Pada dasarnya dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan atau 

terpaksa karena ancaman, terlepas dari situasi apapun pernikahan harus 

didasari dengan keinginan serta persetujuan dari tiap pihak.10 Karena 

efek dari tindakan pemaksaan ini dapat menjadikan dampak-dampak 

kepada pasangan ke depannya. Walaupun terkadamg dalam pernikahan 

 
 7 Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha”, Jurnal 

Hukum Diktum 13, no. 2 (2015) : 105. 

 8 Tengku Erwinsyahbana,”Sistem hukum  pernikahan pada negara hukum 

berdasarkan pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1. 

 9 Miftahul Huda, “Kawin paksa”, (Ponorogo: Stain press), 70. 

 10 Kementrian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, 2018, 11.  
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yang dipaksakan dapat berakhir bahagia, tidak sedikit akan menjadi 

sebuah bencana bagi hak-hak mereka yang menikah. 

Realitasnya dalam masyarakat banyak menghadapi permasalahan 

sosial yang didorong oleh tekanan ekonomi dan kesulitan keuangan 

dalam keluarga. dari banyaknya permasalahan, individu terjebak dalam 

situasi hutang yang sangat besar serta pastinya menginginkannya 

diselesaikan secara mudah dan gampang. Akan tetapi situasi ini dapat 

mengarah pada tindakan putus asa, seperti salah satu fenomena yang 

terjadi di masyarakat Kelurahan Pekuncen terjadi peristiwa nikah paksa 

sebagai cara untuk melunasi hutang tersebut. fenomena ini merupakan 

sesuatu baru terjadi di masyarakat dari jaman dahulu di daerah tersebut. 

Nikah paksa ini merupakan salah satu persoalan komplek yang 

bersinggungan dengan aspek hak asasi manusia, kesenjangan gender, 

dan institusi  pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang terjadi adalah 

dimana pihak keluarga perempuan memiliki hutang dan dipaksakannya 

anak perempuannya untuk menikah kepada yang memberi hutang agar 

lunas, dan ada yang menggunakan cara menjodohkan dengan laki-laki 

pilihan keluarganya yang ingin melunasi hutangnya dengan menikahkan 

dengan anaknya. Hal ini tidak sesuai aturan di dalam undang-undang 

ataupun norma begitupun hak yang dimiliki seseorang. Dalam 

pelaksanaan penulis mendapatkan realita bahwa terjadinya pernikahan 

semacam ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

undang-undang yang mengatur  pernikahan dan ditambah mayoritas 

masyarakat merupakan kalangan menengah ke bawah yang 

mempengaruhi perekonomian keluarga. 
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 Penulis menemukan praktik nikah paksa di masyarakat Pekuncen 

yang menyasar pertama kepada seorang perempuan menikah terpaksa, 

menghasilkan sebuah fakta bahwa pernikahan yang dilakukan paksa 

dari orang tua yang memiliki hutang kepada suaminya sekarang. 

Kemudian, kedua kepada seorang perempuan yang memiliki kejadian 

sama hanya saja dirinya menikah karena faktor ekonomi yang 

mendesak. Dan yang ketiga dimana seorang perempuan ini sedikit 

mengalami gangguan mental karena terjadinya perjodohan dengan 

paksa karena adanya hutang oleh orang tuanya. 

Fenomena nikah paksa sebagai pelunasan hutang ini bisa saja 

terjadi, dimana memaksakan kehendak orang tua kepada anak 

merupakan hilangnya hak anak dalam melaksanakan  pernikahan. 

Namun praktik ini masih saja terjadi dan menyisakan dampak 

psikologis, sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat permasalahan 

menarik dimana menjadi fokus dari penelitian penulis yaitu mengapa 

praktik semacam pernikahan yang dilakukan secara paksa bisa terjadi 

dan bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pernikahannya. Alasan 

penulis meneliti nikah paksa yang terjadi karena sesuatu yang berbeda 

dari biasanya di masyarakat dan juga tidak sesuai aturan pernikahan. 

   Setelah mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat yang 

sudah dijelaskan diatas. Sehingga penulis mengkaji lebih dalam dengan 

merumuskan sebuah judul “Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang 

(Studi Di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, berikut adalah rumusan masalah 

penelitian ini: 

1. Bagaimana terjadi nikah paksa sebagai pelunas hutang di Kelurahan 

Pekuncen? 

2. Bagaimana dampak hukum terhadap nikah paksa sebagai pelunas 

hutang di Kelurahan Pekuncen? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan mengapa pernikahan paksa sebagai pelunas 

hutang tesebut bisa terjadi di Kelurahan Pekuncen 

2. Untuk menjelaskan dampak hukum terhadap pernikahan paksa 

sebagai pelunas hutang tersebut di Kelurahan Pekuncen 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

informasi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek 

hukum pernikahan, khususnya terkait dengan pernikahan paksa dari 

sudut akademis. Penelitian ini juga mampu memberikan nilai positif 

terhadap perkembangan pendidikan, dan dapat digunakan 

mengembangkan pembelajaran begitupun menjadi sebuah refrensi 

bagi penulis selanjutnya dalam permasalahan khususnya dalam 

Hukum Keluarga Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan 

data materi, baik itu bagi penulis selanjutnya mengenai penelitian 
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dibidang yang sama, mahasiswa fakultas syariah pada Program Studi 

Hukum Keluarga Islam dan sebagai bahan acuan masyarakat umum 

tentang tinjauan undang-undang mengenai nikah paksa. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Nikah Paksa 

Arti dari nikah sendiri merupakan suatu hal umum bagi 

masyarakat yang diartikan sebuah akad antara pasangan laki-laki dan 

perempuan yang melakukan sesuai dengan peraturan hukum dan 

norma agama. sedangkan kata paksa diartian suatu perbuatan yang 

berupa tekanan, desakan, dan lainnya yang mengharuskan 

dilakukan.11 Dengan penjelasan diatas dapat diuraikan tentang 

pengertian nikah paksa suatu pernikahan mempelai laki-laki dan 

perempuan dengan cara dipaksa oleh pihak lain bukan dari kehendak 

pasangan tersebut atau mempelai laki-lakinya begitupun pihak 

perempuan. Maka suatu akad harus dari bersetujuan berdasarkan 

kerelaan dan kehendak yang akan menjadi pasangan.12 

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan, Dalam uraian ini kita akan terfokus 

dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Pernikahan yang merupakan syarat dalam pernikahan yang 

berbunyi: “ pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

 
 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

 12 Jamaluddin, “Buku Ajar Hukum pernikahan”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 

2016), 49. 
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calon mempelai”.13 Hal ini memiliki bertujuan untuk memastikan 

bahwa kedua mempelai dapat membentuk keluarga yang harmonis 

dan bahagia. Selain itu, pasal ini juga mencerminkan prisip-prinsip 

hak seseorang bahwa pernikahan harus dengan persetujuan sukarela 

oleh kedua pihak yang akan menikah, tanpa paksaan dari pihak 

manapun.  

Keputusan mengenai  pernikahan seharusnya diserahkan 

kepada masing-masing individu yang memiliki hak untuk secara 

mandiri memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka. 

Pilhan ini harus dapat diambil tanpa adanya tekanan dari pihak 

manapun.14 

2. Hutang-piutang 

Hutang piutang sendiri diartikan dalam dua kata terpisah 

adalah hutang yang memiliki arti menerima sesuatu dari orang yang 

membuat perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan jumlah 

yang sama, piutang diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada 

orang lain dengan syarat pengembalian dalam jumlah yang sama. 

Hutang piutang memiliki makna yang setara dengan perjanjian 

peminjaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

terdapat di Pasal 1754 yang menjelaskan “Pinjam meminjam adalah 

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak lain suatu jumlah barang tertentu, dengan syarat yang 

 
 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. 

 14 Akhmad Munawar, “Sahnya  pernikahan Menurut Hukum Positif Yang 

Berlaku Di Indonesia”, Jurnal AL’Adl 7, no. 13  (2015). 



9 
 

 
 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 

keadaan yang sama pula”15 

Hukum Islam mengartikan hutang dengan istilah al-qardh, 

yang memiliki artti pertukaran harta dari pemilik harta kepada orang 

lain yang membutuhkan, akan tetapi dapat diambil kembali dengan 

kata lain meminjamkan. Transaksi hutag piutang ini adalah sebuah 

pernjanjian yang bertujuan untuk saling membantu, sehinggga 

adanya tambahan syarat baik pribadi atau kesepakatan kedua belah 

pihak tidak diizinkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sejalan 

dengan hukum Islam16. 

a. Hutang dibayar 

Membayar hutang merupakan kewajiban legal yang diatur 

diperjanjian atau kontrak antara yang meminjamkan dan yang 

meminjam. Pembayaran hutang harus dilakukan dengan syarat 

dan ketentuan yang disepakati. Ketika peminjam memenuhi 

kewajibannya maka akibat hukumnya adalah terhindar dari 

konsekuensi yang disepakati seperti denda atapun lainnya. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) di Indonesia, Pasal 1233 menyatakan bahwa setiap 

perikatan terbentuk baik melalui kesepakatan maupuun 

berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa kewajiban membayar 

 
 15 Nanang Hermansyah, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang 

Yang Pada Hakikatnya Penjanjian Hutang Piutang (Tinjauan Pasal 1320 

KUHPERDATA)”, Jurnal Wasaka Hukum 7, no. 1, (Februari 2019): 221. 

 16 Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: 

Gema Insane, 2001), 131.  
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hutang merupakan kewajiban legal yang harus dipenuhi seperti 

yang telah disetujui dalam perjanjian.17 

Menurut Islam hutang yang ditanggung peminjam adalah 

kewajiban moral dan religius. Islam menekankan pentingnya 

menepati kewajiban sebuah janji dan memenuhi kewajiban 

hutang. Pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah dalam Al-Qur’an 

menjelaskan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya”. 

b. Hutang tidak dibayar 

Hutang yang ditanggung peminjam adalah suatu kewajiban 

yang harus dibayar ketika sudah pada waktunya pembayaran, 

ketika hutang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

maka dianggap melanggar kesepakatan atau perjanjian. Hal ini 

pemberi pinjaman berhak menuntut pembayaran. 

Tidak membayar hutang merupakan dosa besar dalam 

Islam, karena didalamnya mengajarkan bahwa pemberi pinjaman 

harus dihormati. Jika peminjam tidak mampu membayarnya, 

harus melakukan pemberitahuan kepada pemberi pinjaman agar 

mencari solusi.18     

 
 17 Salim HS, “Hukum Kontrak Di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 

 18 Syaikh Sulaiman Al-Mubarakfuri, “Riyadhus Shalihin”, (Jakarta: Gema 

Insani, 2002).  
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F. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mencari refrensi untuk mendukung 

dalam pembahasannya. Dengan melakukan penelusuran literatur dan 

studi yang sebelumnya dianggap relevan dengan masalah yang diteliti 

ini, sejumlah temuan dari penelitian terdahulu terkait dalam konteks 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang disusun oleh Salijah Hamid yang 

berjudul “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum 

Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo”. 

Maksud dari penelitian ini menjelaskan  tentang penyelesaian konflik 

akibat pernikahan paksa yang terjadi di Desa Lamata Kabupatena Wajo 

dengan perspektif hukum nasional dan hukum Islam. 

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah 

pembahasan yang diangkat sama mengenai pemaksaan dalam 

pernikahan yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga menjelaskan 

hukum dari nikah paksa tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

adalah lokasi peneltian yang berbeda dan penelitain tersebut membahas 

tentang cara peneyelesaian konflik, sedangkan penelitian ini 

menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan karena adanya hutang, dan 

dampak hukumnya.19 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Suhaeli dengan judul 

“Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Dari Hukum 

 
 19 Salija Hamid, “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum 

Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo”, Skripsi,  (Institut 

Agama Islam Negeri Parepare, 2022). 
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Islam (Studi Kasus di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten 

Serang)”. Objek kajian penelitian tersebut adalah mengenai pernikahan 

paksa yang dilakukan semata-mata karena menuruti kehendak orang tua 

dengan unsur paksaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

menejelaskan bahwa dalam melaksanakan pernikahan harus dengan 

kesepakatan sukarela kedua calon mempelai, dan jika terdapat indikasi 

paksaan ataupun memaksa kedua belah pihak maka disebut nikah paksa. 

Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut 

yang pertama lokasi penelitian dan penelitian tersebut menjelaskan 

faktor yang mendorong serta dampak pennyebabnya dari nikah paksa 

serta tinjauan hukum Islamnya, sedangkan penelitian ini karena adanya 

hutang dari keluarganya dan bagamana pandangan menurut undang-

undang.20 

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Silfa Purnama Sari dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam 

Kawin Paksa (Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang 

Lebong)”. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan hukum nikah 

paksa menurut Islam dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

pengembalian mahar dalam kawin paksa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

didalamnya menjelaskan tentang nikah paksa dalam perspektif hukum 

 
 20 Ahmad Suhaeli, “Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau 

Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten 

Serang)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). 
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Islam. Sementara itu, perbedaan dari penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, penelitian tersebut 

menjelaskan tentang pengembalian maharnya serta bagaimana tinjauan 

hukum islamnya, penelitian ini tidak mengambil analisis hukum Islam 

saja, ditambah dengan undang-undang  pernikahan.21 

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Leni Afrianti dengan judul 

“Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Ungar, Kabupaten Karimun)”. Tujuan penelitian ini mengenai adanya 

ketidaksesuaian antara hadis nabi dengan praktik nikah yang terjadi 

dilokasi penelitian. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah 

pernikahan paksa yang berlangsung karena adanya paksaan dari orang 

tua mempelai. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dan 

penelitian tersebut adalah lokasi dari penelitian yang berbeda. penelitian 

ini menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan paksa dikarenakan 

adanya hutang keluarganya, dan penelitian tersebut mnejelaskan tentang 

hak wali dalam menikahkan anaknya secara paksa.22 

 
 21 Silfa Purnama Sari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin 

Paksa (Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong), Skripsi, 

(Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020). 

 22 Leni Afrianti, “Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar, 

Kabupaten Karimun)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2024). 
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Kelima, peneitian yang ditulis oleh Tengku Cintia Aulia Dewi. 

dengan judul “Tinjauan sosiologis hukum terhadap nikah paksa (Studi 

di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”. 

Tujuan penelitian ini ingin meninjau faktor yang menjadi penyebab 

terhjadinya nikah paksa, serta dampak positif dan negatif dari nikah 

paksa atas dasar keinginan orang tua, kemudian tinjauan hukum Islam 

nya. 

Persamaan antara kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam 

hal menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan atas dasar keinginan 

orang tua untuk anaknya menikah, serta penyebab dari nikah paksa yang 

dibahas karena faktor ekonomi dan faktor orang tua. Sementara itu, 

perbedaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pada lokasi 

penelitian, dan penelitian terssebut menjelaskan tinjauan hukum Islam 

dari pernikahan yang didasari keinginan orang tua dan dampak positif 

dan negatinya pernikahan paksa tersebut yang akan dialami oleh 

pasangan, sedangkan penelitian ini menjelaskan pernikahan paksa yang 

didasari sebagai pelunasan hutang dengan tinjauan undang-undang yang 

mengatur dan dampak hukum terhadap pernikahan paksa tersebut.23 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum 

empiris, dalam konteks ini, mengacu pada metode penelitian hukum 

 
 23 Tengku Cintia Aulia Dewi, “Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Nikah 

Paksa (Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”, Skripsi, 

(Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2024). 
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yang digunakan penulis dalam proses penelitian yang memiliki 

fungsi melihat hukum atau bekerjanya hukum dilingkungan 

masyarakat. Penelitian metode ini mengambil dengan 

mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di suatu 

masyarakat.24 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus, data yang didapatkan berupa 

deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah kasus yang didalami 

oleh penulis tentang individu, satu kelompok, organisasi dan 

sebagainya.25 Adapun fokus dari penelitian ini mengambil kepada 

kasus nikah paksa sebagai pelunas hutang yang terjadi di Kelurahan 

Pekuncen. 

3. Sumber Data 

Data yang tercantum dalam penelitian ini mencakup: 

a. Data primer 

Sumber data ini adalah sumber data yang didapat dari 

wawancara secara langsung dari sumber asli tanpa melalui 

perantara.26 Adapun Sumber data primer ini merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama yang berupa wawancara 

 
 24 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University 

Press, 2020), 83.  

 25 Muhammad Hasan, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makasar: Tahta Media 

Group, 2022), 10.  

 26 Muhammad Chairul Huda, “Metode Penelitian Hukum”, (Semarang:The 

Mahfud Ridwan Institute, 2021), 24. 
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secara langsung kepada narasumber yang diteliti dari penulis 

adalah Indri B, Rakhayu dan Halimah yang merupakan individu 

yang melaksanakan praktik nikah paksa ini. dalam hal ini juga 

penulis melakukan wawancara dengan orang tua individu serta 

dari pihak KUA sebagai respon terkait praktik nikah paksa ini 

yang ada di Kelurahan Pekuncen. 

b. Data sekunder 

Data ini bersumber dari buku-buku sebagai data pelengkap 

terkait sumber data primer serta literatur dan sejenisnya. Adapun 

sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain buku-buku, 

jurnal ataupun literatur hukum positif dan hukum Islam, ataupun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian 

a. Subjek 

Subjek dalam konteks penelitian ini adalah yang terlibat 

dalam praktik nikah paksa tersebut yaitu orang yang dipaksa 

menikah dan orang tuanya di Kelurahan Pekuncen. 

b. Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah praktik nikah paksa 

sebagai bentuk pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen yang 

mencangkup pemahaman mendalam bagaimana praktik yang 

terjadi. 

c. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam 

praktik nikah paksa tersebut tentang masalah praktik nikah paksa 
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dalam konteks sosial dan pihak KUA yang dapat memberikan 

wawasan tentang respon hukum tentang praktik nikah paksa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengambilan data melibatkan tiga tahapan yang mencakup: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang yang 

dipaksa menikah oleh orang tuanya, serta tokoh agama dan pihak 

KUA yang dapat memberikan respon. 

b. Observasi 

   Observasi dilaksanakan penulis dengan metode 

pengamatan kepada keluarga yang menikah secara paksa dengan 

melakukan wawancara secara langsung memahami kondisi sosial 

yang ada di masyarakat setempat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan 

mengumpulkan catatan  pernikahan, hasil wawancara dari orang 

yang terlibat, serta dampak-dampaknya. cara lainnya dengan 

membaca dan memahami serta menggali informasi dengan 

sumber yang relevan berupa skripsi, jurnal, artikel, maupun hasil 

penelitian lainnya. 

6. Kreadibilitas Informasi dan Data 

Untuk kreadibilitas informasi dan data yang digunakan oleh 

penulis dianalisis dengan triangulasi sumber yang merupakan cara 

pemeriksaan keabsahan data.27 Adapun data kreadibilitasnya yang 

 
 27 Hadi S., “Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatf”, (2017).  
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didapatkan dari keterangan dari keluarga yang bersangkutan, 

kemudian triangulasi teknik yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

7. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, 

metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif 

interaktif. Dalam analisis ini melibatkan dan disesuaikan dengan data 

informasi dilapangan dengan tiga tahapan yang terjadi yakni, 

pengambilan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan28. 

Adapun mengenai jalannya alur tersebut secara lebih lengkap yaitu 

a. Pengambilan Data 

 Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

pengamatan, wawancara secara langsung, dan dokumentasi yang 

dilakukan oleh penulis.Pengumpulan data harus dijalankan 

dengan sistematis.29 

b. Penyajian Data 

Cara data disajikan di penelitian ini disajikan dalam format 

naratif, informasi yang didapat dari wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi yang telah dilakukan disusun dengan cara rapih dan 

terstruktur dalam bentuk naratif agar mudah dipahami. 

c. Reduksi Data 

 
 28 Yudin Citriadin, “Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar”, 

(Mataram: Sanabil, 2020), 36. 

 29 Sitti Zuhaerah Thalhah, “Langkah-Langkah Dasar Penelitian Kualitatif”, 

(Makasar: Tahta Media Group, 2022), 74. 
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Mereduksi data berarti menggambarkan informasi secara 

singkat dengan menyortir data informasi yang sudah didapatkan, 

dan memilih kalimat yang memfokuskan pada aspek yang relevan 

dan penting dalam kontek penelitian agar mudah dalam menarik 

kesimpulan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan menjadi tahap penutup dalam 

indentifikasi data dalam penelitian ini, dengan meninjau hasil dari 

reduksi data dan tetap terfokus dalam perumusan. Data yang telah 

dirangkum atau reduksi data akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan yang akan didapatkan. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : KERANGKA TEORI 

Penjelasan tentang tinjauan umum pernikahan, tujuan 

pernikahan, pengertian nikah paksa, syarat dan rukun pernikahan, 

hutang piutang yang menjelaskan menurut Islam, menurut undang-

undang dan akibat tidak melunasi hutang. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM NIKAH PAKSA SEBAGAI 

PELUNAS HUTANG DI PEKUNCEN 

Gambaran umum lokasi penelitian, gambaran terjadinya nikah 

paksa sebagai pelunas hutang, dan faktor terjadinya nikah paksa 
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sebagai pelunas hutang. 

4. BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

Penjelasan analisis data hasil temuan dilapangan tentang 

bagaimana terjadinya nikah paksa sebagai pelunas hutang, serta 

bagaimana dampak hukum terhadap nikah paksa. 

5. BAB V  : PENUTUP 

Penjelasan bab terakhir yang meliputi kesimpulan uraian bab 

satu sampai bab empat terhadap masalah yang di angkat dalam 

penelitian dan saran sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

 Dari uraian seluruh bab-bab serta pembahasan analisis yang 

terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai dari akhir penulisan kajian 

ini penulis akan memberikan simpulan hal-hal penting dari 

pembahasan diatas sebagai berikut: 

1. Fenomena nikah paksa yang dijadikan sebagai solusi pelunasan 

hutang ini realitasnya terjadi karena adanya faktor ekonomi yang 

mendesak yang dialami masyarakat serta faktor pendidikan yang 

akhirnya terbatasnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman 

hukum terhadap aturan-aturan mengenai pernikahan yang ada di 

masyarakat. Adanya gejala sosial mengenai ketergantungan 

ekonomi dengan menghasilkan uang secara cepat hingga 

menjadikan hutang sebagai solusi tanpa memikirkan dengan 

matang. Ketergantungan ini menjadikan orang tua tidak 

memikirkan apa yang akan terjadi pada anaknya ketika adanya 

penawaran dari pemberi hutang untuk menikahinya sebagai solusi 

pelunasan hutang tersebut. Hal ini semata-mata sebagai solusi 

paling cepat untuk mengatasi permasalahan hutang yang 

ditanggungnya, karena cenderung menerimanya diakibatkan 

adanya tekanan ekonomi dan sosial, dan beranggapan ini 

merupakan solusi paling praktis. Meskipun hal ini mengabaikan 

hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan kesejahteraan individu. 

Nikah paksa yang di teliti oleh penulis berawal terjadinya 

karena adanya penawaran dari pihak yang memberi hutang disaat 
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yang meminjam tidak bisa melunasi hutang tersebut. Pemberi 

hutang memberikan solusi tersebut dengan menikahi anaknya 

sebagai bentuk solusi pelunasannya. Proses ini tanpa adanya 

persetujuan atau sepengetahuan dari pihak yang dipaksa menikah 

hal ini ditandai diproses melamar, melainkan lebih kepada 

tekanan dari pihak keluarga terutama orang tua. Yang terjadi sang 

anak tidak bisa menolak meskipun diawal terdapat penolakan 

terhadap pernikahan tersebut hal ini dikarenakan tekanan orang 

tua serta melihat realitas ekonomi yang dialami keluarga 

menjadikan ketakutan tersendiri dari diri pihak perempuan 

meskipun berdampak negatif pada dirinya. Dan faktor pendidikan 

yang menjadikan kurangnya kesadaran hukum. 

2. Nikah paksa sebagai pelunasan hutang ini ketika melihat dari 

dampak hukum bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang  pernikahan yang menyatakan bahwa  

pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. 

Selain itu, ptaktik ini juga melanggar hak-hak perempuan dan hak 

untuk menentukan pasangan hidup. Dari tindakan tersebut 

berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis pihak 

perempuan yang dipaksa menikah. Dampak negatif yang 

dihasilkan dari fakta penulis dapatkan pihak perempuan 

mengalami trauma psikologis, depresi. serta ketidakstabilian 

perasaan. Dilingkungan masyarakat juga pihak yang menjalani 

praktik nikah paksa ini banyak mendapatkan stigma sosial yang 

negatif dari melaksanakan pernikahan tersebut. 
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Dalam perspektif Islam pernikahan harus didasarkan 

dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya 

paksaan. Sedangkan nikah paksa yang terjadi bertentangan 

dengan prinsip ini, dimana narasumber menyatakan belum rela 

dalam pernikahan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa 

pernikahan tersebut mengabaikan hak perempuan untuk memilih 

pasangan. Praktik nikah paksa melanggar prinsip tersebut dan 

dapat dianggap sah secara administrasi dengan persyaratan yang 

lengkap, akan tetapi dari segi hukum materiil melanggar prinsip 

dasar kebebasan dan hak yang dimiliki manusia dalam memilih 

pasangan secara bebas sukarela. 

B. Saran 

1. Melihat dari penelitian diatas masih banyak masyarakat yang 

kurang mengetahui tentang hukum pernikahan dalam konteks 

undang-undang maupun agama. Hal ini perlu adanya sosiakisasi 

mengenai hukum terutama dalam hal pernikahan, dengan tujuan 

agar tidak terjadi praktik pernikahan yang serupa untuk 

kedepannya di masyarakat Pekuncen. Ketika akan melaksanakan 

pernikahan wali juga perlu adanya penasehatan agar tidak 

menggunakan hak sebagai wali memaksa anak untuk 

melaksanakan pernikahan.  

2. Sebuah pernikahan semestinya harus didasari dengan rasa saling 

menyukai tidak adanya unsur paksaan atau keterpaksaan, hal ini 

akan menjadikan bumerang bagi pernikahan tersebut karena 

berdampak pada ketidakharmonisan serta keretakan rumah tangga 
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sampai dengan silaturahmi antar keluarga. Pernikahan juga harus 

didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena sebuah rumah 

tangga akan berjalan dengan bahagia dan sejahtera serta harmonis 

apabila didalam hubungan pernikahan tersebut dilandasi dengan 

saling cinta dan kasih sayang. Bagi orang tua ataupun keluarga 

ketika akan menikahkan atau memaksa anaknya menikah 

hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu meskipun dalam 

pernikahan tersebut adanya suatu alasan. Sesuatu yang dipaksakan 

akan menjadikan dampak yang negatif dan tidak berjalan sesuai 

dengan tujuan yang dinginkan ataupun tujuan pernikahan. 
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